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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

4.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas penulis mengambil kesimpulan 

bahwa pelaporan keuangan pada Kantor Camat Tojo sudah baik sebagai 

berikut: 

1. Laporan pada tahun anggaran 2018, total realisasi belanja tidak langsung 

adalah Rp. 1.903.981.233 dari total anggaran Rp. 1.916.585.019.atau 

99,34%  sedangkan anggaran belanja tidak langsung  tahun 2019 Rp. 

2.349.534.358 dari total anggaran Rp. 2.460.661.040 atau 95,48%. 

Berdasarkan persentase penggunaan anggaran 2018 dan 2019 untuk 

belanja tidak langsung pada kantor Kecamatan Tojo pada tahun 2019 

mengalami penurunan persentase belanja tidak langsung.  

2. Laporanpada tahun anggaran 2018, total realisasi belanja langsung adalah 

Rp. 705.353.497 dari total anggaran Rp. 711.592.147.atau 99,12%  

sedangkan anggaran belanja langsung  tahun 2019 Rp. 655.182.900 dari 

total anggaran Rp. 680.010.000 atau 96,35%. Berdasarkan persentase 

penggunaan anggaran 2018 dan 2019 untuk belanja langsung pada kantor 

Kecamatan Tojo pada tahun 2019 mengalami penurunan persentase. 

4.2 Saran 

Saran penulis Untuk tahun anggaran berikutnya yaitu: 

1. Dalam pengelolahan keuangan daerah khususnya belanja Kantor 

Kecamatan Tojo dapat berpedoman sepenuhnya kepada peraturan 
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pemerintah nomo 71 tahun 2010, agar pengelolaan keuangan yang 

disajikan benar-benar efektif dapat terwujud dan berguna bagi para 

pengguna laporan keuangan tersebut. 

2. Kantor Kecamatan Tojo perlu menambah sumber daya manusia yang 

handal dan memiliki spesialisasi dibidang akutansi dalam rangka 

pengelolaan pencatatan dan pelaporan pada OPD. Serta melakukan 

pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis terhadap SDM yang sudah ada.  

3. Pada tahun anggaran berikutnya hendaknya Kantor Kecamatan Tojo 

dapat lebih baik lagi dalam melakukan pencatatan dan pelaporan belanja 

langsung dan belanja tidak langsung. 
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